BERITADAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BUPATI TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/3017 /keuda tanggal

28 April 2021 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan
(mapping)  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait
DAK NonFisik Bidang Kesehatan dan DAK NonFisik Dana
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan
(BOP) Pendidikan Kesetaraan TA. 2021 serta Surat Direktur
Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Nomor 906/3155/keuda tanggal 4 Mei 2021 tentang Hasil
Inventarisasi dan Pemetaan (mapping) Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah Terkait DAK NonFisik Bidang Kesehatan Menu
Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2021,
Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian dalam
perencanaan dan penganggaran DAK NonFisik pada APBD
Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani hasil pemetaan

(mapping) tersebut di atas.

b. bahwa dengan  ditetapkannya  Keputusan  Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 686 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021, perlu
melakukan penganggaran terhadap pelaksanaan pengisian
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penctapan kebutuhan Peg awai Aparatur Sipil Neg ara tersebut
dalam APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tuhun Anggaran

2021.

c. bahwa berdasarkan ketentuan pada butir D.1.Lh Bab VI
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah,
bahwa pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang
menycbabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum
perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan

diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

. 2021.
€:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

e Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6483);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);
!

tentang

2
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

10.

11.

if.

13.

L{Cck;iﬁ?éin dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

m'do;]lc:i:':n’lf‘?qﬁ'n!)(,]l)/.ﬁ('r::ll (Lembariain Nepara Republik
'CSK am 2017 Nomor 106, Tambahan Lembar

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); _——

;:crnmmn Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
: cngd.lrmn Keuangan Dacrah (Lembaran Negara R(:publik'
ndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Ncgara‘ Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2021 tentang Pecrubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor_ 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefi kasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Kcuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pcdoman Teknis Pengclolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomer 10) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Dacrah Kabupaten
Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Tapanuli .
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020

Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7

Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Dacrah Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 7).

Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 76 Tahun 2020

j dan Belanja
tentang Penjabaran Anggaran Penfiapatan }
D.aleralhg Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten

Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 76).
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Menetaplonn PEITUPARL DUPAT TENTANG  PEMISAH AN KISTIGA FIAS
PPERATURAMN  1UUPA'TI HOAOE 26, "TALILIN D000 TENTANCG
FENJABAIPAN  ANGGARAN  PENDAPATAI DAN  BELAIA

DAERAI VAN ARCCGARA 1 2021
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Dalaom Peurn Buapati ini yaog o i daied dengan:

Dactah ndalah Knbupaten Tapanuls Tenpah,

] ) '
< Pemenntalhy Daeruh aduluh Bupan  dan

Perangle at

sebag i Unsur Penyelenparn Pemerintah Doerah.

Ao Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah,

Daerah sebagai unsur

peayelwegyra Pemetintahin Daerah Kobupaten Tapanuli Tenpah,
Pemenntuh Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tenpah dan Perangh at Dacrah

Anggaran Pendapatan dan Belanjn Dacrah sclanjutnya disingk at APBD adalah
rencana keunngan tawhunan Pemerintah Dacrah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditctapkan dengan Peraturan

daerah,

Pasal 2

Anggraran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah

Rp1.235.752.468.971,00 bertambah
Rp1.286.386.126.184,00 dengan rincian scbagai berikut :

(1)  Pendapatan Dacrah:
A, Semula Rp
b. Bertambah/(Berkurang) (Rp
Jumlah Pendapatan Sctelah Perubahan Rp
(2) Belanja Dacrah:
a. Scmula Rp
b. Bertambah/(Bcrkurang) Rp
Jumlah Belanja Sctelah Perubahan Rp
Dcfisit (Rp
(3) Pecmbiayaan :
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
1. Scmula Rp
Rp

2.  Bertambah/(Berkurang)

Rp50.633.657.213,00

schingga menjadi

1.207.535.424.166,00
20.129.925.000,00)
1.187.405.499.166,00

1.176.910.800.953,00
50.633.657.213,00
1.227.544.458.166,00

40.138.959.000,00)

28.217.044.805,00
70.763.582.213,00
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Jumlah Penerimaan Scetelah Perubahan Rp 98.980.627.018,00

L. Pengeluaran Pembiayaan Dacrah

1. Semula Rp 58.841.668.018,00
2. Bertambah/(Rerk urang ) Rp 0,00 [
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 58.841.668.018,00 |
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 40.138.959.000,00 i

Sisa Lebih Pembiavaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Uraian lebih  lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam bagian yang merupakan
bagrian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:
@ 1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;
Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Properam, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis,Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

2. Lampiran II

Pasal 4
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal S

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
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Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
mi dalam Berita Dacrah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditctapkan di Pandan
pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI TAPANULI TENGAH

tid

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

@ Diundangkan di Pandan
pada tan ggal Juli 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

7z

SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 27
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